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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan merupakan rangkuman yang memberikan jawaban singkat dan 

jelas atas pertanyaan atau permasalahan penelitian, disusun berdasarkan hasil 

analisis yang telah dilakukan. Dalam kesimpulan, peneliti menyampaikan poin- 

poin utama dari temuan yang relevan dengan tujuan penelitian, tanpa 

memasukkan informasi baru. Kesimpulan ini membantu pembaca memahami inti 

dari hasil penelitian secara ringkas dan langsung, serta memberi gambaran akhir 

mengenai apa yang telah dicapai melalui penelitian tersebut. Berikut ini 

kesimpulan dari tiap-tiap aspek pada penelitian ini: 

1. Syarat dan ketentuan: Penghapusan kendaraan harus memenuhi syarat 

dan ketentuan yang ketat. Kendaraan yang diusulkan untuk dilelang 

harus berusia lebih dari 7 tahun dan tidak lagi layak untuk operasional 

dinas, dengan kondisi yang rusak atau tidak terawat. Selain itu, 

kendaraan harus tercatat dalam inventaris aset dan dilengkapi dengan 

dokumen resmi seperti BPKB, STNK, KTP, serta dokumen pendukung 

lainnya, termasuk Kartu Inventaris Barang (KIB) dan surat pernyataan 

dari kepala SKPD. Proses lelang bertujuan untuk memastikan 

transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, sehingga 

penghapusan aset dilakukan secara tepat dan sah. 

2. Cara dan mekanisme sesuai prinsip akuntabilitas: Upaya ini secara 

signifikan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam 

pengelolaan Kendaraan Operasional Dinas (KDO). Dengan sistem e- 

pemindahtanganan, seluruh proses lelang dapat dipantau secara online 

dan real-time oleh pihak berwenang, memastikan bahwa setiap tahapan, 

mulai dari pengajuan dokumen hingga penilaian aset, dapat diakses 

dengan mudah dan diawasi secara menyeluruh. Publikasi lelang yang 

terbuka melalui berbagai media mendukung transparansi, sementara 

mekanisme yang melibatkan berbagai pihak, termasuk KPKNL, 
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memastikan bahwa proses penghapusan aset mematuhi regulasi yang 

berlaku. Laporan lelang dan risalah serah terima aset yang dilengkapi 

dengan Surat Keputusan (SK) juga mendokumentasikan seluruh tahapan 

secara rinci, mendukung akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah. 

3. Tantangan dalam mewujudkan prinsip-prinsip good governance: 

Meskipun BPAD berkomitmen untuk menjalankan proses yang 

transparan dan akuntabel, terdapat sejumlah hambatan yang perlu diatasi. 

Tantangan utama meliputi keterbatasan sistem pemindahtanganan yang 

baru diimplementasikan pada 2023, yang menyebabkan kendala teknis 

dalam pengelolaan data aset, serta kompleksitas proses administrasi yang 

melibatkan banyak tahapan persetujuan gubernur. Selain itu, pemahaman 

yang belum merata di antara KPD/UKPD mengenai penggunaan aplikasi 

e-pemindahtanganan menjadi kendala dalam pelaksanaan. BPAD juga 

harus mengatasi kendala eksternal seperti kehilangan dokumen penting 

yang menghambat kelancaran proses. Di sisi lain, kurangnya pemahaman 

masyarakat mengenai prosedur lelang menjadi hambatan dalam 

meningkatkan partisipasi publik. Keberhasilan proses lelang ini 

bergantung pada keterlibatan aktif dan pemahaman yang menyeluruh dari 

semua pihak terkait, baik internal BPAD maupun masyarakat. 

B. Saran 

Saran adalah bagian yang merumuskan rekomendasi konkret berdasarkan 

kesimpulan penelitian. Rekomendasi ini dibuat untuk memberikan arah atau 

tindakan lanjutan bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, baik itu dalam 

hal kebijakan maupun aspek operasional. Saran yang disampaikan perlu bersifat 

konkret, realistis, praktis dan terarah. Dengan demikian, adanya saran diharapkan 

mampu memberikan kontribusi positif dalam menghadapi tantangan atau isu yang 

telah dikaji dalam penelitian. Adapun saran untuk meningkatkan pelaksanaan 

lelang demi terwujudnya good governance sebagai berikut: 

1. Mengembangkan sistem digital e-pemindahtanganan yang 

memungkinkan proses verifikasi dan validasi dapat dilakukan secara 
otomatis dan lebih efisien. Sistem ini bisa dilengkapi dengan fitur pelacakan 
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status berkas yang memungkinkan seluruh pihak yang terlibat untuk melihat 

progres setiap tahapan, mengurangi ketergantungan pada paraf manual. Selain 

itu, melakukan pelatihan rutin bagi SKPD/UKPD dalam mengoptimalkan 

aplikasi e-pemindahtanganan agar meningkatkan pemahaman dan keterampilan 

teknis pengguna aplikasi, sehingga kendala pengelolaan data dapat 

diminimalkan. 

2. Menetapkan batasan siapa saja yang berwenang memberikan persetujuan 

pada tiap tahapan sehingga tidak perlu melibatkan banyak pihak. Hal ini 

bisa dilakukan melalui delegasi kewenangan atau melalui mekanisme 

digital yang memungkinkan persetujuan dilakukan secara daring (online) 

dengan tanda tangan digital sehingga mempercepat alur administrasi 

tanpa mengurangi akuntabilitas. 
 

Dengan menerapkan saran-saran ini, proses penghapusan melalui lelang akan 

lebih sesuai dengan prinsip good governance yang nantinya bukan hanya KDO 

saja yang menjadi objek lelang sehingga akan meningkatkan kepercayaan publik, 

mencegah potensi penyalahgunaan aset, dan memastikan optimalisasi 

pemanfaatan aset daerah. 
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